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BAB 11 
PENGAWASAN ILLEGAL FISHING 
ANTARA INDONESIA DENGAN 
MALAYSIA DI SELAT MALAKA 
 

Oleh Fauziyah 
 

11.1 Pendahuluan 
Negara termasuk sebagai subjek hukum internasional yang 

sangat fundamental dan signifikan jika dibandingkan dengan 
subjek-subjek hukum internasional lainnya. Untuk dianggap 
menjadi sebuah subjek hukum internasional utama, sebuah negara 
harus dapat memenuhi unsur-unsur persyaratan yang telah 
ditetapkan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Pasal tersebut 
menyatakan bahwa suatu negara harus memiliki ciri-ciri berikut: 
wilayah yang jelas dengan batas yang pasti, keberadaan penduduk 
sebagai pendukung administrasi pemerintahan, adanya 
pemerintahan berdaulat yang mampu menjalankan urusan dalam 
negeri, serta kemampuan untuk menjalin hubungan dengan subjek 
hukum internasional lainnya, termasuk pengakuan dari negara-
negara lain. 

Indonesia, sebagai negara yang memiliki ciri khas sebagai 
negara maritim dan kekayaan kepulauan, dianugerahi dengan 
kelimpahan Sumber Daya Alam berupa ikan. Keberadaan Indonesia 
sebagai negara maritim berdampak pada negara-negara tetangga 
yang tertarik dengan keanekaragaman hayati laut di Indonesia. 
Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP), yang terjadi selama tahun 2021, terdapat lebih dari 166 
kapal pencuri ikan berasal dari negara-negara seperti Vietnam, 
Malaysia, Filipina, dan bahkan kapal para nelayan Indonesia sendiri 
telah ditangkap. Hal ini terkait dengan pelanggaran penggunaan alat 
atau bahan tangkap yang dilarang dan para kapal atau nelayan 
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terseebut tidak memiliki izin untuk melakukan penangkapan yang 
sah (Muhammad, 2022). 

Konflik antara nelayan tradisional regional dan nelayan asing 
adalah dampak utama dari Illegal, Unreported, and Unregulated 
Fishing (IUUF) pertama yang terjadi dalam negara Indonesia, 
Sebagai contoh, penggunaan pukat harimau, terutama yang berasal 
dari Thailand, Myanmar, Filipina, dan Taiwan, dapat menyebabkan 
ketegangan dengan nelayan di sekitarnya. Dampak administrasi 
atau sosial yakni terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 
karyawan yang bekerja dalam pabrik pengolahan ikan sebagai 
konsekuensi dari kelangkaan bahan baku ikan (dampak sosial dari 
IUUF). Selanjutnya, IUUF di perairan Indonesia menyebabkan 
kerugian ekonomi bagi negara. Menurut laporan Menteri Kelautan 
dan Perikanan pada tanggal 1 Desember 2014, IUUF telah 
menyebabkan kerugian ekonomi sebesar $20 miliar (240 triliun 
rupiah). Dalam konteks ketiga, penggunaan alat atau bahan tangkap 
yang berbahaya seperti pukat harimau, peledak ikan, pembuangan 
limbah oli mesin sisa, dan/atau air balas kapal oleh operator IUUF 
merusak ekosistem laut (Muhammad, 2022). 

Berdasarkan PP Nomor 115 Tahun 2015 yang telah 
disahkan pada 19 Oktober 2015, tentang Satuan Tugas 
Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, pembentukan 
Satgas memiliki tujuan untuk memberantas kegiatan penangkapan 
ikan yang dilakukan secara ilegal. Seperti halnya, Satgas ini didirikan 
dengan maksud untuk mendukung upaya dalam pemberantasan 
dan menanggulangi penangkapan ikan secara ilegal. Aturan tersebut 
menetapkan bahwa Sekretaris Korps Marinir dan Komandan Satgas 
Perikanan akan bertanggung jawab terhadap Satgas 115, dengan 
organisasi yang mengawasi kolaborasi ini. Keempat lembaga 
pemerintah, termasuk Dikjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan 
dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI 
Angkatan Laut, Polisi Perairan di Kepolisian Daerah, dan Badan 
Keamanan Laut, bekerja bersama dengan Satgas 115 dalam 
melawan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing 
(IUUF)(Muhammad, 2022). 

Dalam Pasal 61 UU tentang Kelautan, menjelaskan bahwa 
"Badan Keamanan Laut memiliki tanggung jawab dalam 
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melaksanakan patroli guna mengawasi keselamatan dan keamanan 
pada kawasan perairan laut dan yurisdiksi Indonesia." Bakamla di 
negara Indonesia adalah hasil pengembangan dan peningkatan 
kemampuan Badan Koordinasi Keamanan Laut. Badan ini telah 
beroperasi pada tahun 1972. Bakamla memiliki fungsi dan peran 
utama, yaitu menjalankan patroli untuk menjaga keselamatan dan 
keamanan di kawasan perairan atau laut di wilayah yurisdiksi 
negara Indonesia. tugas dan fungsi Bakamla lebih jelasnya 
dijelaskan dalam pasal 62 dan pasal 63 UU Kelautan. 

Dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan fungsi. 
BAKAMLA mempunyai kewenangan yang mencakup: 1) 
melaksanakan pengejaran dan penangkapan seketika; 2) melakukan 
pemberhentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan, dan 
penyerahan kapal pada instansi yang memiliki wewenang dalam 
melanjutkan proses hukum; 3) menggabungkan sistem informasi 
keselamatan dan keamanan khususnya di perairan laut dan 
kawasan yurisdiksi Indonesia. Pelaksanaan kewenangan ini 
dilakukan melalui integrasi satu kesatuan komando dan terkendali. 
Dalam konteks ini, penguatan kapasitas dari Badan Koordinasi 
Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut 
(Bakamla), sejalan dengan UU No32 /2014 tentang Kelautan, 
menjadi suatu aspek yang krusial. Oleh karena itu, diperlukan 
implementasi operasi bersama keamanan laut yang sesuai dengan 
ketentuan yang ada dalam UU Kelautan, terutama dalam 
pengawasan dan keamanan wilayah perairan laut yurisdiksi 
Indonesia (Saputra & Prasetyo, 2022). 

Keberadaan kawasan perairan laut yurisdiksi mempunyai 
nilai ekonomi, politik dan strategis yang signifikan, terutama 
berhubungan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. 
Keadaan ini secara alamiah menarik perhatian dari berbagai 
kalangan pihak dalam melakukan tindakan eksplorasi maupun 
eksploitasi. Perkembangan kawasan dan area lingkungan yang 
strategi dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, 
serta kemajuan informasi dan komunikasi yang berdampak 
terhadap ketidakjelasan batas wilayah antar negara dan sekaligus 
membuka peluang untuk timbulnya kejahatan transinternasional 
sehingga dapat menjadi ancaman terhadap keamanan bagi negara 
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maritim dalam skala nasional suatu negara. Oleh karena itu, 
diperlukan suatu kerangka kerja kedaulatan dalam konteks 
pertahanan negara untuk meningkatkan Penjagaan dan 
pengawasan keamanan dalam wilayah lautan yurisdiksi nasional 
adalah suatu tindakan yang diperlukan. Sebagai hasil dari regulasi 
yang berlaku, konsep bahwa wilayah yurisdiksi atau kekuasaan 
Indonesia adalah satu kesatuan yang mencakup daratan, laut, dan 
udara yang secara keseluruhan menjadi esensial. Lautan 
mempunyai peranan yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia 
sebagai negara kepulauan, tidak hanya sebagai sumber daya alam 
tetapi juga sebagai jalur perhubungan yang sangat vital (Sulistiyono, 
2012). 

 
Gambar 11.1. Jumlah Kapal Pelaku IUU Fishing yang Ditangkap 

Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
(Sumber : Kementrian Kelautan Dan Perikanan tahun 2023) 

 
Dengan merujuk pada data tahun 2022, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) telah sukses menangkap 11 awak 
kapal negara asing di berbagai wilayah laut perairan Indonesia. 
Kapal Filipina ditangkap di perbatasan Filipina dengan Sulawesi 
Utara, Kapal Vietnam tertangkap di Laut Natuna Utara, sementara 
Kapal ikan Malaysia tertangkap di wilayah Selat Malaka 
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Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) berhasil menangkap 25 kapal yang terlibat dalam Illegal, 
Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang berasal dari 
Vietnam. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan 
pada paruh pertama tahun 2022, hanya tercatat 2 kapal yang 
berhasil ditangkap, dan pada enam bulan pertama tahun 2023, 
hanya terdapat satu kapal yang tertangkap. Di sisi lain, Malaysia juga 
terlibat dalam aktivitas IUU Fishing, dengan 16 kapal tertangkap 
pada tahun 2021, 8 kapal pada tahun 2022, dan 3 kapal pada tahun 
2023 selama periode yang sama. Filipina, yang berbatasan langsung 
dengan perairan Indonesia bagian utara, juga tidak terhindar dari 
kegiatan IUU Fishing. Pada tahun 2021, sebanyak enam kapal 
pelaku IUU Fishing dari Filipina berhasil ditangkap, kemudian 
mengalami penurunan menjadi satu kapal pada tahun 2022. 
Namun, pada paruh pertama tahun 2023, kembali terjadi 
peningkatan dengan 5 kapal Filipina yang berhasil ditangkap 
(Shafina, 2023). 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Sonia Agusti Parbo 
dan Muhammad Rum, Tindakan yang diambil oleh lembaga 
pengawas maritim Indonesia saat mengatasi ancaman maupun 
pencegahan Illegal Fishing di Selat Malaka mencakup melaksanakan 
patrol keliling perairan yang dilakukan oleh lembaga penegak 
hukum di perairan laut, seperti Koarmada I dan PSDKP. Upaya ini 
melibatkan kerja sama yang efektif dalam pertukaran informasi 
maupun penanganan kasus kejahatan maritim secara kolektif 
dengan meningkatkan pengawasan dengan menggunakan teknologi 
berbasis satelit. Meskipun tindakan tersebut menunjukkan 
keberhasilan dalam pengawasan wilayah laut, terdapat kebutuhan 
untuk memperkuat koordinasi antara lembaga penegak hukum 
lainnya guna menciptakan kawasan maritim yang terbebas dari 
ancaman tindakan kriminal (Parbo, 2021). 

Terdapat studi serupa yang dilakukan oleh Lase yang 
menekankan meningkatnya insiden pencurian atau penangkapan 
ikan yang dilakukan oknum kapal-kapal besar dengan peralatan 
yang modern. Fenomena ini mengisyaratkan kurangnya perhatian 
terhadap pengawasan dan pelindungan dalam kawasan perairan 
atau lautan Indonesia. Kasus semacam ini seringkali terjadi tanpa 
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adanya antisipasi serius dari pemerintah dalam mengungkapnya. 
Kelemahan dalam penegakan dan pengawasan hukum terhadap 
pelaku illegal fishing telah memberikan keberanian kepada para 
pelaku. Selama ini, proses hukum lebih terfokus pada awak kapal 
tanpa usaha yang memadai untuk mengidentifikasi pihak yang 
bertanggung jawab atas kegiatan ilegal, yakni perusahaan yang 
mendukung praktik tersebut (Lase, 2021). 

Selain itu didukung dengan hasil riset kajian kriminologi 
terhadap Illegal fishing di Selat Malaka, yang menyatakan : ”faktor- 
faktor penyebab dan Upaya efektif sebagai langkah untuk mencegah 
dan memberantas Illegal Fishing dengan cara memeperluas 
kewenangan untuk melakukan pengawasan  dilaut perbatasan 
Indonesia dengan Malaysia, sebagai bentuk menangani illegal 
fishing. Maka Fokus dari tulisan ini menyangkut bagaimana model 
pengawasan illegal fishing yang dilakukan antara Indonesia dengan 
Malaysia di Selat Malaka, bagaimana sanksi hukum terhadap illegal 
fishing  antara Indoesia dan malaysia di Selat Malaka. 

 

11.2 Pengawasan Illegal Fishing antara Indonesia 
dengan Malaysia di Selat Malaka 

Menurut Sujamto, pengawasan dapat didefinisikan sebagai " 
Segala upaya atau aktivitas untuk mendapatkan dan menilai fakta 
yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan, 
apakah sesuai dengan standar yang seharusnya atau tidak.” 
(Sujamto, 1996). Indonesia, dengan wilayah laut yang sangat luas 
mencakup sekitar 5,8 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
(ZEEI) yang membentang tiga per empat dari keseluruhan wilayah 
negara ini.  

Negara Indonesia dihadapkan pada berbagai bentuk 
pelanggaran transnasional yang sering terjadi di perairan mencakup 
Illegal Fishing, penyelundupan narkoba, penyelundupan barang, 
trafficking manusia, keberadaan manusia perahu maupun 
terorisme, dan bajak laut adalah beberapa tantangan keamanan di 
perairan tersebut. Sebagai upaya untuk memastikan keamanan di 
wilayah laut yang luas ini, Negara Indonesia telah membentuk 
beberapa lembaga penegak hukum yang berfokus untuk menjaga 
keamanan laut dan memiliki satuan tugas patroli laut. 
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TNI-AU, Satgas 115, Bakamla, Dirjen PSDKP, Kementerian 
Perhubungan-Dirjen Hubla, Kementerian Keuangan-Dirjen Bea 
Cukai, dan POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan merupakan 
Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum serta 
pengawasan terhadap perairan yang ada di Negara Indonesia. 
Beberapa lembaga ini melakukan patroli yang terfokus pada 
keamanan di laut, dengan pendekatan sektoral sesuai dengan 
Kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Husin, 2016). 

Dengan peran Bakamla, negara turut serta dalam 
melaksanakan tugasnya untuk menjaga, mengawasi, mencegah, dan 
menindak pelanggaran hukum yang terjadi dalam wilayah perairan 
di Indonesia, Bakamla melaksanakan berbagai fungsi tersebut 
sebagai bagian dari tugasnya dalam menjalankan patroli keamanan 
dan keselamatan di perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi 
negara Indonesia. (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 
2019). 

Berdasarkan Pasal 280 UNCLOS ”setiap negara memiliki hak 
untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang dikehendakinya 
sendiri”. Ini mengindikasikan bahwa bisa melalui non litigasi dan 
kesepakatan kedua negara tersebut (Drago, 2020). Sengketa 
perbatasan laut dan daratan sering terjadi pada negara kepulauan 
terutama terkait dalam hak berdaulat suatu negara. Sebagai contoh, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghadapi tantangan 
semacam ini. Negara Indonesia mempunyai Laut lepas kaya akan 
sumber daya alam. Perairan di Asia Tenggara, khususnya Laut Cina 
Selatan, telah menjadi koridor pelayaran yang strategis untuk 
mobilitas penduduk lintas negara dan kegiatan perdagangan global. 
Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksepakatan mengenai 
batas laut Indonesia. 

Garis Litigasi Mahkamah Internasional (ICJ), sebuah lembaga 
peradilan internasional yang teraffiliasi dengan PBB  dan berlokasi 
di Den Haag Negara Belanda, memiliki kapasitas untuk menangani 
dan memutuskan perselisihan antara negara maupun secara global. 
ICJ mempunyai yurisdiksi yang sangat luas, lebih khususnya dalam 
konteks Hukum Laut Internasional, dan memiliki tanggung jawab 
khusus dalam penyelesaian permasalahan terkait Kedaulatan 
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perairan laut sesuai dengan Pasal 287 dan Pasal 288 UNCLOS 1982, 
bersama dengan isu-isu hukum internasional lainnya. 

Keputusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa 
dibuat berdasarkan hukum internasional yang tetap berlaku, 
norma-norma hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip 
hukum umum yang diakui oleh negara-negara maju, sesuai dengan 
ketentuan Pasal 34 ayat (1) Anggaran Dasar Mahkamah 
Internasional, hanya negara yang memiliki kewenangan untuk 
mengajukan suatu perkara atau sengketa ke Mahkamah 
Internasional. Dengan aturan ini, menjadi jelas bahwa hanya negara 
yang dapat membawa suatu kasus ke Mahkamah Internasional, 
sedangkan individu, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, 
atau pihak lain tidak memiliki hak untuk mengajukan perkara 
tersebut. 

Dalam Statuta Mahkamah Internasional Pasal 59 
menegaskan bahwa keputusan pengadilan hanya dapat menerima 
dan berlaku untuk para pihak yang terlibat dalam kasus tertentu 
dan mengikat mereka yang tengah berselisih. Yurisdiksi Mahkamah 
Internasional terdiri dari dua jenis kasus: pertama, kontroversi yang 
melibatkan keputusan yang mengikat para pihak yang telah 
menyetujui tunduk pada putusan pengadilan; dan kedua, situasi di 
mana pengadilan memberikan pendapat yang bersifat non-binding 
yang berisi argumen hukum atau alasan dari penasihat hukum yang 
sesuai dalam kerangka pengaturan hukum internasional. 
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